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2. Undang-Undang. Nornor 17 Tah m 1950 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dari 
:Korupsi,Ko.lu i dan Nepotism , [Lembaran N gara 
Republik Indonesia T hun l 999 Nomor '75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

3. Und .ng-Und ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukon P r turan -erund.nng~undangan 
(Lcmbaran N g ra R pu Uk lndon la Tahun .2:011 
Nornor 82, T mbahan L rnbaran N, gara Republik 
Ind nesia Nomor 5234) · 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalarn 
Lingkungan Propin i .Jawa Timur, .Jawa T. ngah dan 
Jawa Bara ;, 

Mengingat 

b. 

: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan 
Menteri DaJam Negeri Nomor 20 Tahu.n 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pe ayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah menyebutkan bahwa 
Pegawai yang ditugaskan pada Badan atau Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diberikan Tunjangan 
Khusus atau lnsentif sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah; 

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 
Kondisi Kerja. Berupa Tunjangan Khusus Kepada P - gawai 
di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpad · Kota 
Magelang Tahun 2016;, 

Menimbang 

WALIKOTA MAOELANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PEMBERIA TAMBAHAN P.ENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN 
KONDISI KERJA BERUPA TUNJANOAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI 

DILINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPAOU 
OTA MAGELANG TAHUN 2016 

PERATURA WALIKOTA MAGELAN 

NOMOR Z.. TAHUN 2016 

A 
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PERATURAN WAL[KOTA TENTANG PEMBE- IAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI 
KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI. 
DI LINGKUNGAN BAD.AN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
KOTA MAGELANG TAHUN 2016. - 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan .Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun .2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

4.. Unds g-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
lipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambah Lernbaran Negara 
Republik Indonesia. Hornor 54 94); 

5. Und an -Undan - Nomor .23 Tahun 2014 t ntan 
P merintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lcmb iran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ebagaiman 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Ondang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerinta:han 
Daerah Kota Magelang (Lem baran Daerah Kota Magelang 
Tahun 2008 Nomor 2); 

7. Pera ran Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 
tenta.ng Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja 
(Lembaran Daerah Kota MageJang Tahun .2008 Nomor S); 

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerab 
(Lembaran Daer-ah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 

9. Peraturan Da.erah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 20 I 5 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Magelang Tahun Anggaran 2016; 

Menetapkan 
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Tunjangan khusus sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 
diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan 
sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang - undangan. 

Pasal 4 

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tidak diberikan kepada: 
a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar; 
b. Pegawai yang sedan.g menjalankan bebas tugas; 
c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti di luar 

tanggungan negara; 
d. Pegawai yang sedang rnenjalankan cuti besar; 
e. Pegawai yang sedang menjalankan cuti sakit Jebih dari I 

(satu) bulan; 
f. Pegawai yang sedang menjalankan cuti bersalin; atau 
g.. Pegawai yang sedang menjalankan cuti alasan penting 

lebih dari 1 (sa.tu) bulan; 

Pasal 3 

Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan 
berdasarkan pertirnbangan kondisi kerja berupa tunjangan 
khusus kepada Pegawai, sebagaimana tercantum dalam. 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan drui 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Magelang, 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli 
ke: enangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Magelang. 
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS,)i, Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) d.an Tenaga Kontrak di 
Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Magelang .. 

5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya 
disingkat BP2T adalah Sa:tuan Kerja Perangkat Daerah 
yang menangani pelayanan publik dibidang perizinan dan 
non perizinan di Daerah, 

Pasal 1 
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BERITA DAERAH KOTA MAOELANO TA.HUN 2016 NOMOR ,,z 

1.K1111 

KOTA MAGELANG, S.EKRETARlS DA 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal -f ._JQnue,,-; . .1.01, 

RUDY APRIYANTONO 

'_. 

Ditetapkan di Magelang: 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Walikota 
diundangkan. 

Pasal 8 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilak anakannya 
Peraruran Walikota rru dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

Pasal 7 

Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat karena esuatu hat, 
maka Pej abat Pelaksana Tu gas (PJt)1 dari jabatan terse but 
mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat 
difinitif. 

Pasal 6 

Tunjan an khus us eb aimana dim ksud dalarn Pasal 4 
dibayarkan terhitun rnulai bulan Januari 2016. 

PasalS 
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8. Kepala Sub Ba ian U:mum dan Kepeg waian 
pada Badan Pelayanan Pcri:zinan Terpadu Kota 
Magelang 

Rp 600.000,- 

Rp 600.000,- 7.. Kepala . ub Bagian Keuangan pada Badan 
PeJ.ayanan Perizinan T rpadu Kota MageJan 

R 600 000 - p 6. Kepala Sub Baglan rogram pads Badan 
Pelayanan Perizinan Terp:adu Kota Ma.gelang 

Rp 700.000,- 5. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan I 

Bidang Ke ejahteraan Rakya.t pada Baden 
P:elayanan Perizman Terpadu Kota Magelang 

Rp 700.000.,. 4. Kepala Bidang Perizinan dan Non enzinan 
Bidang Pernbangunan p.ada Badan Pelayanan 
Perisinan Terpadu Kota Magelang 

Rp 700.000,- 3.. Kepala. Bidang Perizinan dan Non Perizinan 
, Bidang Perekonomian pada Ba.dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kot.a Magelang 

.Rp. 800.000,- 2. Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kata Magelang, 

Rp 1.000 .. 000,- 1 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Magelang 

I .1 3 2 

A. Kelompok Pejabat Struktural : 

BES.ARNYA 
TUNJANGAN KHUSUS/ 

BULAN 

PEGAWAl SADAN PELAYANAN PERIZINAN 
TERPADU 

KOTA MAGELANG 

NO 

B.ESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BE.RDASARKAN PERTIMBANGAN 
KO .D SI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI 

DILINGKUNG.AN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
KOTA MAGELANG TAHUN 2016 

Z AMPIR/\N 
'•RATURAN WALJK TA MAOELAN 

N M .2 T.AHUN 201· 
TEN TAN 
PEM ERIAN TAMBAHA l 
PEN 'HASJLAN I DA ARYJ\ I 
PERTJM · ANGAN KONO.I I KE.R.JA 

ERUPJ\ TUNJANGAN KHUSUS 
KEPADA .PEGA WAJ DJ 
LINGKUNGAN BADAN PELAYANA I' 

PER[ZINAN TERPADU KOTA 
MAGELANG TAHUN 2016 
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OTA MAGELANG, 

I 2 ,3 
B. Kelompok Pejabat Fungsional d-n Pelaksana, 

menurut Golongan 
I 

1. I Peg.aw a Golongan 111 Rp. 500~000,- 
I 

2. Pega,V"ai Golongan u Rp .. 400.000,- 

3. 'Tenaga Kontrak I Rp. 400..000,- I 


